
 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR               TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,   

BUPATI BREBES,   

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  11  ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);   

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1); 



 

MEMUTUSKAN:  

 Menetapkan :PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BREBES   NOMOR   1   TAHUN   2021    TENTANG    BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA. 

. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

     Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Desa adalah  Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan 

diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

Pemerintahan. 

8. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi 

BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 



9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya 

disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan 

Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa 

dalam satu tahun anggaran. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman petunjuk teknis dalam 

pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

BAB II 

KEANGGOTAAN BPD 

Bagian Kesatu 

Pengisian Anggota BPD  

Pasal 3 

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah  dan  keterwakilan perempuan  yang pengisiannya  

dilakukan secara demokratis  melalui proses pemilihan secara langsung  atau 

musyawarah perwakilan. 

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 

orang. 

(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu ) jiwa 5 (lima) orang 

anggota; 

b. Jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai 7.000 (tujuh ribu) 

jiwa maksimal 7 (tujuh) orang anggota; 

c. Jumlah penduduk lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jiwa maksimal 9 (sembilan) 

orang anggota.  

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam 

Desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. 

Pasal 4 

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: 

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 



b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. 

Pasal 5 

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal  5  huruf a dilakukan untuk memilih  calon  anggota 

BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat 

Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa termasuk dari unsur disabilitas yang 

mampu mengemban tugas BPD. 

(3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil 

dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah 

penduduk dan kemampuan keuangan Desa. 

(5) Dalam jumlah pedukuhan sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat 

ditetapkan 1 (satu) pedukuhan diwakili oleh 1 orang anggota BPD. 

(6) Dalam hal jumlah pedukuhan lebih besar dari penetapan jumlah anggota 

BPD, maka beberapa pedukuhan dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota 

BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. 

(7) Dalam hal jumlah pedukuhan lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, 

maka 1 (satu) pedukuhan dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota 

BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. 

(8) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) dusun/tidak ada dusun, maka 

wilayah merupakan wilayah Rukun Warga. 

 

Pasal 6 

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 

perempuan sebagai anggota BPD, dengan memperhatikan paling sedikit  30% 

(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota BPD. 

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan 

warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki 

kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 

perempuan. 

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih. 



(4) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 

unsur : 

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa; 

b. Anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 

c. Anggota perempuan dari Karang Taruna Desa; dan  

d. Tokoh perempuan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. 

Pasal 7 

(1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 

(sebelas) orang yang  terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) 

orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil 

dari wilayah pemilihan. 

Pasal 8 

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan 

dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Panitia menyusun Jadwal penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota 

BPD. 

(3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon 

anggota BPD. 

(4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

Pasal 9 

(1) Persyaratan calon anggota BPD adalah: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia 

dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 



f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;  

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;  

h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan 

i. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD sebanyak 3 (tiga) kali secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

 

Bagian Kedua 

Peresmian Anggota BPD 

Pasal 10 

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari 

Kepala Desa. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak 

tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. 

(3) Pengucapan sumpah  janji anggota BPD dipandu oleh Bupati  atau pejabat 

yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan 

Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 

Pasal 11 

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pengucapan sumpah/janji. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa 

keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak 

secara berturut-turut. 

Pasal 12 

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara 

bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(2) Susunan kata sumpah/janji  anggota  BPD sebagai berikut: 

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan 

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan 

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-



lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

Pasal 13 

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  13  ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan 

agamanya masing-masing. 

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anggota BPD yang beragama:  

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;  

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan 

saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;  

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan  

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 14 

(1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah / janji sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal 14  ayat (3), mengikuti orientasi pendalaman tugas 

pokok dan fungsi pada awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) anggarannya dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. 

Bagian Ketiga 

Pemberhentian Anggota BPD 

Pasal 15 

(1) Anggota BPD berhenti karena:  

a.  meninggal dunia;  

b.  mengundurkan diri; atau  

c.  diberhentikan.  

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

apabila:  

a. berakhir masa keanggotaan; 



b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan 

apapun; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 

d. tidak melaksanakan kewajiban; 

e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; 

g.  dinyatakan bersalah  berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang 

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 

tanpa alasan yang sah; 

i. Adanya  perubahan  status  Desa  menjadi  kelurahan,penggabungan 2 

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau 

penghapusan Desa; dan/atau  

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan. 

Pasal 16 

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil 

musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada 

Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian. 

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. 

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. 

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan  dengan  keputusan Bupati. 

(6) Selanjutnya Camat menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan 

Pemberhentian Anggota BPD atas nama Bupati.  

 

 



Bagian Keempat 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 17 

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai 

tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak 

pidana terhadap keamanan negara. 

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai 

pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. 

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti 

antarwaktu. 

 

Bagian Kelima 

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu 

 

Pasal 18 

Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD 

nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.  

 

Pasal 19 

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan 

anggota BPD yang digantikannya.  

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode. 

(3) Selanjutnya Camat menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan   

Anggota BPD Antar Waktu atas nama Bupati.  

Pasal 20 

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa 

jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.  

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai 

dengan  berakhirnya masa jabatan anggota BPD. 

 

 

 



Bagian Keenam 

Hak Anggota BPD 

Pasal 21 

(1) Anggota BPD berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d. memilih dan dipilih; dan 

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 

dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. 

(3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e besarannya 

ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam 

Keputusan Bupati. 

(4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  BPD berhak: 

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, 

sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan  yang 

dilakukan  di dalam negeri; dan 

b. penghargaan dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan  

Pemerintah  Daerah  Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang 

berprestasi. 

Pasal 22 

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi 

tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja anggota BPD. 

(2) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

(3) Tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1)   dapat 

diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kinerja. 

(4) Beban kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalan tugas tambahan 

dari tugas inti anggota BPD yang sudah ditetapkan. 

(5) Dalam hal terdapat penambahan Beban Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 

(4), Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitan 

Keputusan Bupati. 



Bagian Ketujuh 

Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 23 

Anggota BPD wajib: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan; 

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;  

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah 

Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa berdasarkan  tata kelola pemerintahan yang baik. 

BAB  III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

 

Ditetapkan di Brebes  

pada tanggal               

BUPATI BREBES, 

 

                                                                                 

 

 IDZA PRIYANTI 

 

 


